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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu

merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang

terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya

menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan

perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup)

tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka)

sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang

terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang

penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian

Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang

pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi

pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang

disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam

UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu

Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah

untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh

pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas

sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada

Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review

dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR.

Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan

disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

<hr><i>This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia .

Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are

representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically

adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi

member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of

Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is

elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a
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complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using

normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory

and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules,

electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study

objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats

system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general

election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which

will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of

the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and

complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the

electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the

Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity

formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at

the end, many voters are wasted.</i>


